WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJ.
NOMOR ° TAHUN 201

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjeng  kelancaran

penyelenggaraan :

tugas-tugas
dan Pelaysnan kepada masyarakat bagi

dinas;
b. bahwa  berdasarkan . sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota;
Mengingat 1 Undang-quu;g Nomor 9 Tehun 1999 (tentang

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

e Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
A’ 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
4 Pemeriksaan Pengelolasn dan  Tanggung Jawab
b Keuangan Negura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

_ﬂ- Republik Indonesia 4400);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Republik Indonesia Nomor 4693);

Daerah Kabupaten/Kota (umhu'an Negara nopuhlik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tabun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
meu Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Indonesia Tuhun 2010 Nomar 225) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangsn Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawal Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
Persturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 353/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
(Berita Negaras Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
344);
Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Dacrah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerga
Sckretariat Daecrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralkyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dserah Kota Banjarbaru Nomor
17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru (Lembarsn Daerah Kote Banjarbaru
Tahun 2014 Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 14);
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahuin 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerga
Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daersh Kota Banjarbaru Tahun
2008 Nomor 13); :
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pembentukan, Otpnilni dan Tata Kera
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia Kota Banjarbaru {Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

2011 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru NomG‘rahun 2013

Banjarbaru Nomor 6) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di
Daerah  Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor
15, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Nomor
12);

MEMUTUSKAN :

PERJALANAN DINAS DALAM NEGER! BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
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BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

§ -

CIC

10,
11.

12.

13,

14.

Daerah adalah Kota Banjarbaru,

Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat dacrah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnys disingkat DPRD adalah
Dewan Perwalkilan Rakyat Dacrah Kota Banjarbaru.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Sekretariat Dacrah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
mmwmwnmnmmwmm

scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Walkil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
WMMWMMWMW
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/
janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Banjarbaru.
Pqnhqtyanghcrwmsn;adnhhpejabﬂmdibeﬂpﬂimp.hmwmg
oleh Walikota Banjarbaru un memberikan izin &atas permohonan
mmmmmwmsmmmm

Pegawai Negeri adalah Pegawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru.

1 kemasyaraka 3
mwmamummmhmmmmwm
ummsmwm vang tidak berkedudukan sebagai Pegawai
Perjalanan Dinas sdalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara,
pinan dan Anggota DPRD, wmmmmm

Kontrak atau Pihak Lain yang disamakan baik perseorangan maupun

“bersama -sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas
dari tempat kedudukannya ke tempat yang ditujo.

Dinas Dalam Kota adalash perjalanan yang melewati batas
mmmmmammm
rangka pelaksanaan tugns.
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16, Perjalanan Dinas Luar Kota Banjarbaru adalah perjalanan keluar tempat
mmmm@nnummwlmm/mmmwmh
Kota Banjarbaru.

17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan / kunjungan kerja
keﬂmmmymgmmﬂh!dhuhunmdiplomnukmdmkuhnoleh

yang i
dinas bagi Pejabat Negara, PNS PTT, Tenaga Kontrak dan pihak lainnya.

19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai Tidak
Tcupdnnmemmaaapilukhhmmdnkamhnpujnhnm

21. At cost (biaya ril) adalah biaya vang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah,

22, Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan ril berdasarkan ketentuan yang beriaku,

23. Temwmmmw/mwdim&jabu/ww.

24. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

25. Detasering adalah penugasan sementiara wakiu.

26. Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

R mmmm/wmsmmmmm
atas pengelolaan anggaran yang bertanggungjawab atas
wmmmmm

28. Kum?enmmnmnnywnehnjutyadhinghtlﬂ%adahhpejabm

yang diberi kewenangan oleh Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran

tuk mengambil keputusan dan/ atay yang dapat mengakibatican
pazpm-mnmhhnmmmndmachnjnbmh.

29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

o6 | )

A mam i

f PRINSIP PERJALANAN DINAS
&jl Pasal 2

mmwdmwhnﬁhnpﬂndpnww
a;

yaitu hanys untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintzhan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
¢. efisiensi penggunasn belanja daerah;
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d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Pegjalanan Dinas  dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB I
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas meliputi:
a. perjalanan dinas dalam kota;
b, perjalanan dinas luar kota dalam provinsi;
¢. perjalanan dinas kefuar provinsi.
d. perjalanan dinas ke luar negeri

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan
untuk keperiuan :

&. detasenng diluar tempat kedudukan;

b. ditugaskan unmk m:nempuh ujian dimlujhn jabatan/seleksi ujian
pendidikan  atau disamakan diadakan diluar tempat
kedudukan;

tempat
keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

d, unmkmmdapadmnpcn@bamdilunrtemmtkcduduhnbudwkm

e m.mmnwahmmmwmm
surat keterangan dokter karens mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;

{. menghadiri undangan kedinasan;
& pengumpuisn data dan informasi di luar tempat kedudukan;
h.dimpshnmcngikutipmdﬁihndimdlhmmpnbduduhn dan;

_Mmmpmpm/wnm ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang
‘, Todr@ldunhdﬂmmdahxhnperjnmdm

BAB IV
2 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

EEE

Pasal 4
-mi;mm&numdhmmhmw

(2) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
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(8)

(9

¢. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau;
f. biaya menjemput/mengantar jenszah,

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. uang makan;

b. uang transpor lokal,dan

€. uang saku.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

n.pajnhnmdinudaﬂmmlmdudukmmpdmpettqim
keberangkatan dan  kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan,

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a. hotel; atau
b. tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penslnupnn
schagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut

a Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan ini;

b, Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat

Mkwmtmnmmmmmuom Pejabat

Eselon Il selama melakukan Perjalanan Dinas.

Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

zmmmmmtummmmnnm
tempat tujusn

nmmmmwmt(mmmm
yang diperuntukkan bagi Pelaksanaan yang membutuhkan
mﬁﬂmmmmmmmmamm
dilakukan secara selektil dan efisien,

(10) Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan

bakar minyak dan pajak.

(11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f meliputi biaya bagi penjemput/ Pengantar biays pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

{12} Komponen bisya perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

| PWRAT KDRDINAS! tumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format

tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

pada  anggaran  kantor/satuan
1/ kegiatan/ bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
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Pasal 5

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan
suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota
DPRD/ PNS/ PTT dan Tenaga Kontrak dapat menginap pada hotel/ penginapan
yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dapat digolongkan sebagai berikut :

Walikota /Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD;

Pejabat Eselon 17;

Pejabat Eselon 111 atau PNS Golongan [V,

Pejabat Eselon [V atau PNS Golongan I1I;

PNS Golongan Il dan 1.
(MMMMWWMIMDPRDM“M

meapgse

a. untuk Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota;

b. untuk Wakil Ketun DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Wakil
Walikota;

c. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris
Daerah.

(3} Biava perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur scbagai berilut :
a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon 111
b. pejabat fungsional golongan 11l disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
c. pejabat fungsional golongan Il dan/atau | disamakan dengan pelaksana
golongan I dan/atau L
(4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenagan Kontrak
diatur sebagai berikut :
& untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana
disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawal Negeri Sipil golongan IT1;
bmmkPepwaiMkMpmemxonmkberpmmSanm
Muds/D.IlIl dan SMU/SLTA disamskan dengan tarif perjalanan dinas
Pegawai Negeri Sipil golongan I;
c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berpendidikan SLTP/SD

'WAhﬁmuWakﬂdmmtupmfeddmnjm
wmmmnnmdnumﬂnnmmm
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c.bagi pihak ketiga) unsur masyarakat lainnya tarif disctarakan dengan
Golongan I1.

(6) W/ Istri Pejabat Negara, Suami/ Isiri Pimpinan dan Anggota DPRD,
Suami/ Istri PNS yang melaksanakan perjalanan dinas terkait pencapaian

pejabat yang

(7) Suami/ Istri Pejabat Negara, Suami/ Istri Pimpinan dan Anggota DPRD,
Suami/ Istri PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang mendampingi
WW(I)MWWW/W

(8) amwmmwmwmmmommm
Sekretaris

mmmnmmmmmwu

(9) Tata cara pertanggungiewaban dan sdministrasi perjalanan dinas dalam
Pasal ini mengacu pada Peraturan Walikota ini.

(10) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingl melaksanakan tugas

dimaksud ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah tugas resmi

berdasarkan undangan resmi (telek) dan atau ditugaskan oleh Walikota
Banjarbaru, dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.

(11) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan keluar Provinsi dari Pihak Lain/
Unsur Masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan sustu
SKPD, maka pertanggungiawaban perjalanan dinas berlaku sebagaimana
ketentuan pada Pasal 32,

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pads SKPD yang bersangkutan.

(2} Bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas luar dacrah
diberikan biays perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh
lima pérsen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di
masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.

(3) Selisih biaya perjalanan dinns diperhitungkan kembali setelah yang
bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 8

(1) Bisya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang blaya
perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan

R

NQUDINAD “

va

Ly

BN

%



B
=0

11

Bagian Kesatu
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
Pasal 9

(1) Pejabat Negara [Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD), PNS,
Pegawal Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas
dalam Kota Banjarbaru diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam
Lampirnu | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

(2) Perjalanan dinas: yang dalam hal pemeriksaan,pengawasan dan oqemmyu-
yang dilaksanakan di dalam Kota yang lebih dari 8 (delapan) jam, akan
diberikan uang harian yang besarannya sebagaimans tercantum dalam

ﬂimpulnhﬁbnrupah)

(3) Perjalanan dinas yang melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka
mmmmmmhmmwm
dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Walikota ini,

(4) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dan 1 (satu) Kecamatan dalam 1
(mmmmmmwzmmmwwmy-
dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai uang harian,

Bagian Kedua _
PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 10

(l)chnh-:Ncgan (Walikotn/Wakil Walikota), Pimpinan/Anggota DPRD),PNS ,PTT

Tenaga Kontrak vang melsksanakan perjalanan dinas luar kota dal-m

wwhddibadhnmmhmdimnymgmdﬁdm

&. uang harian;

b. biaya transpor (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);

c. biaya penginapan dan;

d.uang representasi (untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota

DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).

Besarnya uang harlan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana dimaksud

pﬁnmt(l)hmﬂlmnammddmhmﬁmmdm

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
mgpornb.guumdhuhudpadamt(l)bwnfb,dlhnrﬂnnbhya
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(4) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dibayarkan sesuai biaya rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(anmmm-mmmmwmw.mm
penginapan lainnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya
mmmmao%(ugmmwmwmmmm

uwmmmmmmwmm

Bagian Ketiga
PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI
Pasal 11

(IDWMKWMWMWM leptnnn/Anwm DPRD, PNS PTT
dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas

keluar provinsi
dibarﬁcnnhqnymgmdxddni
A. uang harian;
b. bigya transpor;
c. biaya penginapan;
d.uang representasi (untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota
DPRD, Sckretaris Dacrah dan Pejabat Eselon I1;
¢, Sewa kendaraan dalam kota (untuk Pejabat Negara)

mmmwm/mmmmmmmwm

ya, maka bukti pengeluarannya menggunakan formulir

Ddtar Palplumm riil schagaimana tercantum dalam Lampiran Xl dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

(4)mmmdmwmmmmwmmm
secara at cost (biays rifl)

(5) Uang representasi Wmhmmmm.mmdm
Wﬁmmmmmw Peraturan

(6) Sewa kendarsan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara dalam rangka
pelaksanaan tugas,

i

FARA AONDINGS! ¥
e

A/ Pasal 12

hﬂpmjnhnmdimd&kmgpmhnhﬂushﬁellmuwmpn

lainnya kepada yang bersangkutan dibetikan biaya penginapan
w%(&ppuhxhpuun)daﬂhdthoteldimpaxmmm
tingkatan pelaksans perjalanan

dinas dan dibayarkan secara




(4)mhmwmadammmpujdmndmummpnmm
maka pejabal yang bersangkutan dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi
yang tersedia pada daerah tujuan perjalanan dinas,
(S)chahnmgpadndmhwjmmmudmndhedahnmmnhhbnm/
penginapan, tidak diberikan biaya penginapan/akomodasi.

mwwumwmmmm(ﬁmmmmm
maksimal sedangkan y :

(7) Tarif penginapan/akomodasi diberikan schagai berikut : Jumlah hari
perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H - 1 x Tarif Biaya,

Pasal 13
(1) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota, Pimphnn[huuma DPRD) dan
Pejabat Esclon Il yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi

diberikan uang Representasi.
{2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut:
Jumiah hari perjalanan dinas (H) kurang | atau H- | x Tarif Blaya.
Pasal 14

(1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Siplil,
MWWMWMMMMW

(2) Bmmwﬁmmmuwﬁumhﬂmm
dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari
Wwwwmmmmmm

{3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,
ditentukan

tarifya sesuai dengan. tarif yang berlale untuk daerah tujuen
tersebut.
PARAS HORDINAEL
el 7% Bagian Keempat
* PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 15

mummummwmmmsmu
mwwmmmmwm

ynngbumnndcnpnpcninghmlducda
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(z)mmmmmmw(x)dmdnam
apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam

(3) Ngﬂmndmmmdmwmwmmm
ketentuan :

a. hanya ditkuti oleh pejabat yang membidangl sesuai substansi yang akan
dibahas; dan
b. jumlah rombongan dibatasi secara selektil dan rasional,

Pasal 16

Pejabat/ Pegawni yang akan melakukan perjolanan dinas ke Luar Negeri harus
mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jike Gubernur
tldnkbuadadstnmpltttanberhahnpn.

Pasal 17

(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama dilaksanakan 7 ({tujuh) hari.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
& hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan PNS atau PIT yang
bersangkutan meninggalkan tugas; atau
b. PNS atau PTT yang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji
Daerah atau Tim Kesehatan haji Daerah,

Pasal 18

Penandatanganan SPD untuk Pegalanan Dinas Luar Ncnarl biayanya
bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah menymnihn
bmmmmmwnwmmmurlmWﬂm
Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Phﬁuhnnn Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawal Negeri dan Pegawal Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

BABV

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN JENAZAH PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

FARAY KOOI Al NEGERI SIPIL , PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK YANG
B0 DUNIADAMMMELAKBANAKANTUQAS DI LUAR PROVINS!
y

Pasal 20
hl) Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah,
7 Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang meninggal
VAEAG | sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar dacrah, bagi keluarga

i upuucmpumyadibuﬂmn biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah.
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(2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk jugn biaya :
a. biaya pemetian jenazah;
b, biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2} huruf a
dan b, dibayarkan secara at cost (biaya ril).
iaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri
/Pl'l' /Tenaga Kontrak yang meninggal dunia di luar dacrah dimaksud
( (gxnmwmma(mmummmq
empal

(5 MWmmmthIwmml
PIT / Tenaga Kontrak, besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan tarif
mmmmmmmmwumm
yang meninggal dunia tersebut.

) MMWMMW(QWWMAPBDKMA
Banjarbaru

melalui Pos Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS
Pasal 21

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

{2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan meksnisme UP
{Uang Pengantij / GU (Ganti Uang) / TU (Tambahan Uang) dan/atau
melalui mekanisme UP (Uang Penganti) / GU (Ganti Uang) / TU (Tambahan
Uang) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara
Pengeluaran dari UP (Uang Pengantl) / TU (Tambahan Uang) yang dikelolanya.

{3) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA (Pengguna
Anggaran| atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),

Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung
(LS) kepada pihak ketiga yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang

Pasal 23

biaya perjalanan dinas kepadn Pejabat Negara/Pimpinan dan
DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak,
dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) apabila !

mmmmmﬁmmmmmmm

5] mmmmmmmmwm
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BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persetujuan Prinsip

Pasal 24
mvejmmmmmmdmmmnm Pegawai Negeri Sipil , Pegawai
Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang akan melaksanakan

mmmwmlmmmmm
berwenang.

{2) Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil , W’Ndnkkupdmwmmkhmukﬂhdnhum
mendapnhnmmdutnpﬂndpdaﬂ
a, esclon 1l mendapat ijin prinsip dari Walikota;

b. esclon 111, 1V, V, Gol III, Il dan 1 mendapat ijin prinsip dari Eselon Il (Kepala
SKPD)

3) Petjalanan Dinas Keluar Provinsi | Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil ,
‘ )PejpwaiﬁdakTeupd.nTm‘K:zﬁnkham,mbihdahwumpmkm
Persetujuan prinsip dari Walikota.

Bagian Kedua
Pengajuan Surat Perintah Tugss dan Surat Perjalanan Dinas
Pasal 25

(lpmmmmmmmmmwm
dinas keluar provinsi harus dilampiri dengan nota persetujuan ijin

prinsip dari pejabat yang berwenang,
2) WMWMWM&MMSPDM‘
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(3)wmmmmmmmms(MMuwum
perjalunan dinas dilakukan,

(4) Bagi Pejabat/ Pepwaiyangdipnngﬂoleh Kementerian/ Dircktorat Jenderal/
Lembage Pemerintah Non Kementerian untuk menghadiri rapat-rapat kerja
dan rapat-rapat Konsultasi Teknis Nasional dan Regional, permintaan
persetujuan perjalanan dinas tidak diperlukan, persetujuan ptimipmkup
dengan disposisi yang tertulis atau tertera pada Teleks/ surat pangilan olch
Pejabat yang berwenang,

{5) Disposisi tertulis atau tertera pada Teleks/ surat panggilan oleh Pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pejabat
pemberi persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 24,
Mmm:mmmmmwndncyn(ljhumdmpom

TRRAF KORDINAS Pejabal yang memberikan perintah perjalsnan dinas.

[ AT
“Fo
—

‘

{
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Pasal 26

{1} Pejabat yang berwenang hanva dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan
SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang
tersedia pade Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk
Perjalanan Dinas untuk bukan PNS/ Non PNS.

(Q)memmahmmNMSmuMmhmmsm
sckaligus

Bagian Ketiga
Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas:

Pasal 27
Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD untuk jenis
perjalanan dinas :

1. Pegjalanan Dinas Dalam Kota Banjarbaru ditandatangani oleh Kepala
SKPD/Kepala Instansi.

2. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi :
a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;

b. m:wn.mmmwwmm
ditandatangani ‘akil Walikota, apabila
wmmmwmmmammw
oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
A wmmmwmmmw:nmh
oleh Sekretaris Dacrah atau Asisten yang membidangi
An. Sekretaris Daerah;
d, Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daersh ditandatangani oleh
¢. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketuas DPRD;
f.  Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketus DPRD;

g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

FXRAL ROBOwIES Pejabat Eselon III, IV, V, PNS, PTT, Tenaga Kontrak dan Fungsional

A smawmmmamMauummm.m

SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang
bersangkutan;

E | Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Walikota, Wakil Walikota,
L Pejabat Eselon Il dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian

pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD.
jalanan Dinas Keluar Provinsi :

a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;



Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

B'%"'F
E
Hh
5
:
£
E
Z

pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran XIV dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Perjalanan dinas vang dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
yang lebih dari satu orang menggunakan SPD masing-masing,

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk efisiensi dapat dicetak dari
kertas tembus/ner.

(4} Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bagian Umum.

{5) Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan SKPD Badan/ Dinas/ Kantor
dilakukan pada Sub Bagian Tata Usaha.

PARAE o HAS) BAB VIl
/V’ PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
L/ Bagian Kesatu
/3 Pelaksanaan Perialanan Dinas

Pasal 29

(l)anbnmgbummmberﬂmnpainuhpcrjamn
memperhatikan  ketersedinan dmyangdnpcrluhnmmkpehbm

(KPA).
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(3) Pelaksana tcknis kegiatan dan/atau kuasa pengguna anggwran wajib

Mkn:nmmw&dm/ammhwm

Pengguna mmnbm!hhmpuﬁmhammmuhnlwpumm
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 30

Lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tga) hari kecuali untuk
kegiatan yang menurut jedwalnya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan
dengan mntlwkk/fax dari instansi pemanggil dan/atau jadwal peluksanaan

Pasal 31

(1) Dalam hal perjalanan dinas yang terkait dengan pelaksanaan program
kegiatan suatu SKPD, pertanggungjawaban perjalanan dinas melampirkan :

a. sural tugas (apabila melaksanakan tugas kedinasan);
b, surat undangan {apabila menghadiri undangan);
c. tanda terima uang harian;

msm&zphmﬁm(ﬂblmgm&nhhn/dﬂopﬁﬂrohhhjmﬂ
dmﬁumuddenunsmmnumn.
b, surat perintah tugas dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana
contoh pada Lampiran IX, X dan XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

c.bowdhgpmhbemndumn kedatangan, transit dan/atau penerbangan
lanjutan non tranait;

d. bukti dukung penginapan seperti : kuitansi/tanda terima dari hotel tempat
ginap dan/ atau lembaran voucher dari perusahaan penyedia voucher

disahkan (bagi yang menginap di hotel/ penginapany;

pembelian Tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP) dari Travel resmi
resi print out pembelian tiket online yang mencantumkan biaya tiket

t Udara (PP);




f. kuitansi pembelian Tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP) dari Travel resmi
atau resi print out pembelian tiket online yang mencantumkan biaya tiket
Pesawat Udara (PP);

g tiket Pesawat Udara Pulang Pergl (PP}, Afrport Tax, dan/ stau bukti
pembayaran alat transporasi lainnya;

uWWMﬂMMHmWMIMWMM
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dnhmhmpkanmnmmemmhnhamn
Mmmmmmwmum

- kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikcluarkan oleh Badan
Usaha yung bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan,

(3) Dﬂmsmdhkbolehadupengbnpm-pummmumdmm
Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan
dibuhxhiplnfdlﬂpejlhltymemm

Pasal 33

(1) Dalam hal jumiah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang
Wmm,mmmmmwmmm
tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang ropresentasi sepanjang

3) Mbnhnn\nn;hnrhn biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa ;
a, surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari syshbandar/ kepala bandara/
perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau;
b, surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas,

BAB IX

KETENTUAN KHUSUS
Pasal 34
(1) Bagi Mabatﬂm Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawal Negeri Sipil ,
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas

T pwmmwnnmﬁ/w.mw.mmummmmmm



2)

(3) Bagi PNSynngmehhmhnpcﬁdamdinuhehmprwinﬁdalmrmdn
peningkatan wawasan atau scjenisnya yang dilakukan lebih dari 2 {dua) orang,
wwmmwwwwm

Pasal 35

Biayn Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , Pegawai Tidak Tetap
mwmmmmm/p«&m; soahlim/
bimbingan teknis/ seminar yang jangka waktu pelakssnaannya lebih dari
{empat} hari dietur tersendin dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENUTUP

Pasal 36
Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini :

o Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tashun 2011 tentang Tata Carm
Penyelenggaraan Administrasi Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru (Berita Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);

b. mwmmanmaoxamm Perjalanan Dinas
Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah, Pegawal Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honoter
Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 8);

¢. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 321 Tahun 2012 tentang Tarif
Perjalanan Dinas Khusus dalam Rangks Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksann pada Inspektorat Kota Banjarbaru;

d. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.8.45/82/KUM Tahun 2014
mm?ﬂWMWWWWM&m
dan Pengawasan Ketenagakerisan di Perusshaan Dalam Wilayah Kota
Banjarbaru Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaruy;

¢. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/156/KUM Tahun
2014 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus pada Kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Banjarbaru.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

——————————
PRARAF WSy
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Lampiran 11l

Tanggal :

: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor :

Tabun 2015
2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, BIAYA TRANSPOR, BIAYA PENGINAPAN DAN UANG
REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)
NO KOTA TUJUAN UANG HARIAN UANG TRANSPOR
1. | KABUPATEN BANJAR 50,000, 50.000,-
2. | KOTA BANJARMASIN 75.000,- 100.000,-
3. | KABUPATEN BARITO KUALA 100.000,- 150,000, -
4. | KABUPATEN TAPIN 125.000.- 150.000,-
5. | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 150,000, 200.000.-
6. | KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 175.000,- 250.000,-
7. | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 200.000,- 300.000,-
8. | KABUPATEN BALANGAN 250,000, 350.000,-
9, | KABUPATEN TABALONG 300.000,- 400.000,-
10. | KABUPATEN TANAH LAUT 100.000,- 150,000 -
11. | KABUPATEN TANAH BUMBU 350.000,- 400.000,-
12. | KABUPATEN KOTABARU 380.000,- 700.000,-
dalam ru
BIAYA PENGINAPAN
s [T R e o
Y RN fmian | “ore | Gorry | ‘oLt
DPRD i .
) 2 3 ) 5 - 7 )
1._| BANJARMASIN o | 1.500000] 900.000] 800.000] 500.000] 379.000
| 2. | BARITO KUALA OH 800.000] 600.000| 500.000| 400.000| 350,000
3. | AP OH 800.000| 600.000| 500.000| 400.000] 350.000
4 |muwu  suncar| om 800.000| 600.000| 500.000| 400.000| 250.000
SELATAN
5. |uuu  suncal| OH 800.000| 600.000| 500.000| 400.000| 350.000
TENGAH
6. |Huu  suncar| om 800.000| 600.000| 500.000| 400.000| 350.000
UTARA
7._| BALANGAN oH 800.000]  600.000] 500.000| 400.000] 350000
5. | TABALONG od | 1500000] 900.000| s00.000] 500.000] 379.000
9. | TANAH LAUT ou | s800.000] 600.000) 500.000] 400.000] 350.000
10 | TaNAH 800000 600.000] 500.000| 400.000| 350.000
11 | KOTABARY %% g § 1.500.000] 900.000] 800.000] 500.000] 379.000
Catatan : o
Biaya pmgnTp‘&“imp.u rid)
sl







Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI
Har
Pejabat Negara Anggota PNS, CPNS
No Uraian Ketua DPRD/ DPRD/ dan PPPK
Wakil Ketua | PNS Eselon 1l
__DPRD
2 3 4 5
Biaya Transpor:
~Tiket Pesawat dan Aport tax Biaya rifl sesuai dengan standarisasi (Kelas
Ekonomi)
-Angkutan Darst Sesuai Standar Tanf Yang Berlaku
“Taksi ke dan dari Bandara Luar Rp. 600.000,-
Kota
. | Biaya Penginapan Biaya riil sesuai dengan standarisasi
Uang Represcntasi Rp. 250.000,- | Rp.150.000,-
. | Biaya Menjemput/ Mengantar Sesuai Standar Tarifl Yang Berlalu
Jenazah

WALIKOTA BANJARBARU,

m,

K

MM RUZAIDIN NOOR




Lampiran V ; Peraturan Walikota Banjarbaru

Tanggal :

Tabun 2015

2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

0.". RUZAIDIN NOOR

(d-hm ruEa_h' l
NO PROVINSI SATUAN LUAR KOT.
1 2 3 =——
1. | ACEH - OH 360.000
2 |suma’ UT. OH 370.000
3 |RIAU OH 370
4. | KEPULAUAN RIAU OH 370.000
5. | JAMBI OH 370.000
6. | SUMATERA BARAT OH 380.000
7. | SUMATERA SELATAN OH 380.000
8. | LAMPUNG OH 380.000
6. | BENGKULU OH '380.000
10, | BANGKA BELITUNG OH 410,000
11. | BANTEN OH 370.000
12. | JAWA BARAT OH 430,000
13. | D.K1. JAKARTA OH 530.000
14. | JAWA TENGAH OH 370.
15. | D.I. YOGYAKARTA OH 420.000
16. | JAWA TIMUR OF 410.000
17. | BALI OH 480.000
18. | NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000
19. | NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000
20. | KALIMANTAN BARAT OH 380.000
21. | KALIMANTAN TENGAH OH 360.000
22, | KALIMANTAN SELATAN OH 380.000
23, | KALIMANTAN TIMUR OH 430.000
24. | KALIMANTAN UTARA OH 430.000
25. | SULAWESI UTARA OH 370.0
26. | GORONTALO OH 370.0
27. | SULAWESI BARAT OH 410.000
28. | SULAWESI SELATAN OH 430.000
20. | SULAWESI TENGAH OH 370.000
30 | SULAWESI TENGGARA OH 380.000
31. | MALUKU OH 380.000
32. | MALUKU UTARA OH 430.000
33. | PAPUA OH 580.000
34. | PAPUA BARAT OH 480.000
e WALIKOTA BANJARBARU,




Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor Tahun 2015
Tanggal ! 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL)
PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI (P.P)

(dalam rupiah)
UANG
NO KOTA TUJUAN TRANSPORTASI
{Rpl__

1. | KOTA PALANGKARAYA 1.025.000,-
2. | KABUPATEN BARITO SELATAN [ BUNTOK) 1.125.000,-
3. | KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG) 1.025.000,-
4. | KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH) 1.225.000,-
5. | KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT) 1.225.000,-
6. | KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT 2.025.000.-

(PANGKALAN BUN)

7. | KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN) 2.025.000,-
| 8. | KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS) 525.000,~
9. | KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN) 1.225.000,- |
10. | KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK) 2.025.000,-
11. | KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU) 2.025.000,-
12. | KABUPATEN PULANG PISAU 1.025.000,-
13. | KABUPATEN SUKAMARA 2.425.000,-
14. | KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG 1.625.000,-

WALIKOTA WAM/K

o,

A MM, RUZAIDIN NOOR
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Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor Tahun 2014
Tanggal : 2014
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)
|daiam rupinh)
NO KOTA Tarif Pesawat
ASAL TUJUAN EKONOMI
I | BANJARBARU JAKARTA 2.075.000
2 | BANJARBARU ‘SURABAYA 2.975.000
3 | sANJAREARU 8OLO 2,975,000
4 | BANJARBARY JOGYAKARTA 2.975.000
5 | BANJARBARU BEMARANG 2.975.000
6 | BANJARBARU MALANG 2975000
7 | BANJARBARY BANDUNG 2.975.000
5 | BANJARBARU BANDA ACEH 5,022,000
9 | BAKJARBARU MEDAN 5,412,000
10 | BANJARBARU PEKANHARU /RIAU 4,696,000
11 | BANJARBARU BATAM 4.578 000
12 | BARIARBARU JAMBI 4,193,000
13 | BANJARBARU PADANG /SUMBAR 4.642.000
14 | BANJARBARY PALEMBANG /SUMSEL 4,022,000
15 | BANJARBARU BANDAR LAMPURNG 3,412,000
16 | BANJARBARL BENGRULU 3,650,000
17 | BANJARBARU BANOKA BELITUNG 3,650,000
1% | BANJARBARU PANGKAL PINANG 3,915,000
19 | BANJARBARU DENPASAR 3,500,000
20 | BANJARBARY MATARAM /NTH 4,000,000
21 | BANJARBARU KUPANG/NTT 4.000.000
22 | BANJARBARU KALIMANTAN HARAT/ PONTIANAK 4,000,000
23 | BANJARBARU KALIMANTAN UTARA/ BERAU 4,798,600
24 | BANJARBARU KALIMARTAN TIMUR/ BALIKPAPAN 2.500.000
25 | BANJARBARU TARAKAN 3,350,000
26 | BANJARBARY SAMPTT 2 400.000
27 | BANJARBARU BULAWESI UTARA 4.250.000
28 | BANJARBARU GORONTALO 4,250,000
29 | BANJARBARU SULAWES] TENGAK 4,000,000
30 | BANJARBARU SULAWEST BARAT #.000.000
31 | BAKJARBARU SULAWEST SELATAN W.050,000
32 | BANJARBARU SULAWES! TENGGARA 4,050,000
33 | BAKIJARBARU MALUKL £.350.000
34 | BANJARBARU MALUKL UTARA 5,950,000
35 | BANJARBARU PAPUA 6450000
36 | BANJARBARU JAYAPURA 0,359,000
37 | BANJARBARU PAPUA BARAT 6,950,000
38 | BANIARBARY BIAK 8,748,000
39 | BANJARBARU TIMIKA 8,717,000
Keterangan :
WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR




Lampiran VII - Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor

y Tahun 2014
Tanggal : 2014
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)
{dalam rupiah)
NO KOTA Tarll Pesawat
ASAL TUJUAN EKONOMI

1 | BANJARBARU JAKARTA 2.975.000
2 | BANJARBARU SURABAYA 2.975.000

4 | BANJARBARU S0L0 2975000
4 | BANJARBARU JOGYAKARTA 2,975,000
5 | BANJARBARU SEMARANG 2.975.000
6 | BANJARSARU MALANG 2.975.000
7 | BANJARHARL FANDUNG 2.975.000
& | BANIARBARY BANDA ACEH 61022000
9 | BANJARBARU MEDAN 5.412.000
10 | BANJARBARU PEKANHARL / RIAU A 6456000
11 | BARJARBARY HATAM 4 5TR.000
12 | BAKJARBARU JAMEL 4.193.000
12 | BANJARBARY PADANG /SUMBAR 4.642.000
14 | BASJARBARY PALEMBANG | SUMSEL 4,022.000
15 | BANJARBARU HBANDAR LAMPUNG 3.412.000
16 | BANJARBARU BENGKULU 3650.000
17 | BANIARBARL HANGKA BELITUNG 650,000
18 | BAKJARBARU PANGKAL PINANG 3,915,000
19 | BARJARBARU DENPASAR 3,500,000
20 | BANJARBARU MATARAM/NTE 4,000,000
21 | BANJARBARU KUPANGH/NTT 4,000.000
22 | BANJARBARL KALIMANTAN BARAT/PONTIANAK 4.000.000
23 | BANJARBARU KALIMANTAN UTARA/ BERAU 4,75.600
24 | BANJARBARU KALIMANTAN TIMUR/BALIKPAPAN 2.500.000
25 | BANJARBARU TARAKAN 21.350.000
26 | BAKJARBARU SAMPIT 2.400.000
27 | BANJARBARU SULAWES! UTARA 4,250,000
24 | BANJARBARD GORONTALO 4.250,000
26 | BANJARBARU SULAWESI TENGAH 4000000
30 | SANIARBARY SULAWEST BARAT 4,000,000
31 | BANJARBARU SULAWES! SELATAN 4.050.000
32 | BANJARBARU SULAWESI TENGGARA 4.050.000
33 | BANJARBARU MALLIKL 5.350,000
22 | BANJARBARY MALUKL UTARA 5,950,000
35 | BANJARBARU PAPUA 6,450,000
36 | BANJARBARU JAYAPURA - 9,359,000
37 | BANJARBARL PAPUA BARAT £.950.000
38 | BANJARBARYU BIAK #£,749.000
39 | BANJARBARU TIMIKA ®.717.000

Keterangan :
Taril Pesawat (pp} termasuk Airport tax merupaskian bosaran maksimal
WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NODOR



Lampiran VIl : Peraturan Waliko!
Nomor

ta Banjarbaru

Tahun 2015
Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

dalam
T T [ e |

wakiL/ | ancaota | Bssimy | ESsIV/

NO PROVINSL BATUAN DIFRD GoLIv QoL ur

1 2 3 242 5 o 7 5

1. | acen OH 2,000,000 | 1000000 900,000 410,000 | 370.000
2. | SUMATERA UTARA OH 2.000.000 | 1.000000| 703.000 208,000 | 310.000
a2 | mau oH 2.000000 | 1.000000| #568.000 450,000 | 280,000
4. | KEPULAUAN RIAU OH 2000000 | 1000000 | 650.000 502.000 | 280.000
5 | Jamsl OH 2000000 | 1.000.000 | 697,000 382.000 | 290.000
0, | SUMATERA BARAT (1] 2.000.000 | 1.000.000 ) 884000 477.000 | 370,000
7. | SUMATERA SELATAN OH 2.000.000 | 1.000.000 | 608000 sta000 | 310.000
% | LAMPUNG oH 2.000.000 | 1.000.000 | 790.000 araoon | 356000
9. | BENGKULU o 130000 |  7eo000| 712000 500,000 |  510.000
10, | BANOKA BELITUNG OH 2000000 | 1000000 | 830.000 532.000 | 304.000
11, | BANTEN oH 2000000 | 1.000.000| 900.000 797,000 | 400.000
12. | JAWA BARAT OH 2000000 | 1000000 900000 515000 | 463,000
13 | DL JAKARTA OH 2000000 | 1o00000| E00.000 610000 | 400,000
14, | JAWA TENGAM o 2000000 | 1000000 900,000 407,000 | 350,000
15 | D1 YOGYAKARTA OH 2000000 | 1000000 747.000 620.000 | 461.000
16. | JAWA TIMUR OH 2000000 | 1.000.000| 841.000 499.000 | 329,000
17. | Bau OH 2,000,000 | 1.000.000 | 900,000 800,000 | $58.000
14 | NUSA TENGOARA BARAT OH 2000000 | 1000000 ) 737.000 £40.000 | 360,000
19, | NUSA TENGGARA TIMUR oM 2000000 ] 1000000] 700000 652000 |  400.000
20 | KALIMANTAN BARAT OH 2000000 | 1000000 | 886000 430000 | 361.000
21. | KALIMANTAN TENGAH OH 2:000,000 | 1.000.000 | 900.000 558000 | 436000
22 | KALIMANTAN SELATAN OH 2.000.000 | 1.000,000| Bi6.000 500,000 | 579,000
KALIMANTAN TIMUR OH 2000000 | 1000000 | 00000 550.000 | 450,000
24. | RALIMANTAN UTARA OH 2000000 | 1,000,000 | 700,000 550,000 | 450,000
25 | SULAWES! UTARA OH 2,000,000 | 1000000 630000 540000 | 342000
26. | GORONTALO OH 1.320,000 | 1000000 |  S00.000 423.000 | 240.000
27. | SULAWES! BARAT OH 1.260.000 | 1000000 | S0D.000 425000 | 350.000
28, | BULAWESI SELATAN oH 2.000,000 1,000,000 DX).000 839000 ITEO00
29. | SULAWES] TENGAH oH 2000000 | 000000 | 894000 493,000 ] 389.000
30, | SULAWES] TENGUARA ol 1,850,000 | 1,000,000 | 802,000 488000 ] 420,000
a1 | MALURU oH 2,000.000 | 1,000,000 900.000 45000 | 414.000
32. | MALUKU UTARA ou 2.000.000 | 1000000 | 900.000 478.000 | 380000
a3, | parua OH 2000000 | 1000000 | 750000 460.000 | 414,000
| 34. | PAPUA BARAT aH 2,000,000 | 1.000.000 | 900,000 798.000 | 370.000



















tampian XIV - Peraturun Wablkota Banjarbara
Nomor @

73| SEKRETARIAT DAERAH
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Lamperan XIV ¢ Pernturan Walikota Banjarbang
Nomoe

Tanggal -
PEMERINTAH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH
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Lampiran VIl : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor Tahun 2015

Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP}
{dalam
NO KOTA Tarif Pesawnt
ASAL TUJUAN BISNIS

1 | BANJARBARU JAKARTA 2.975.000
2 | BANJARBARU SURABAYA 2.975.000
3 | BANJARSARU SOLO 2.975.000
& | BANJARSBARY JOGYAKARTA 2.975.000
5 | BANJARBARY SEMARANG 2.975.000
6 | BANJARBARY MALANG 2.975.000
7 | BANJARBARU HBANDUNG 2.975.000
B | BANJARBARU BANDA ACEH £.022.000
9 | aANJARBARY MEDAN 5.412.000
10 | BARJARBARU PEKANBARU /RIAU 4,696.000
11 | BANJARDARY BATAM 4,578,000
12 | BANJARBARU JAMIE 4.193.000
13 | BANJARBARU PADANG /SUMBAR 4602000
14 | BANJARBARY PALEMBANG / SUMSEL 4,022,000
15 | BARJARBARY BANDAR LAMPUNG 3,412.000
16 | BANJARBARU BENOKULL 3.650,000
17 | BANJARBARU BANOKA BELITUNO 3,650,000
16 | BANJARIARU PANGKAL PINANG 3.915.000
19 | BANJARBARU DENPASAR 3,500,000
20 | BANJARBARY MATARAM/NTH 4.000.000
21 | BARJARBARL KUPANG/NTT 4,000,000
22 | BANJARBARU KALIMANTAN BARAT /PONTIANAK 4,000,000
231 | BANJARBARY KALIMANTAN UTARA/ BERAU 4798600
24 | BANJARBARU KALIMANTAN TIMUR/BALIKPAPAN 2.500.000
25 | BANJARBARU TARAKAN 3.350.000
26 | BANJARBARU BAMPIT 2,400,000
21 | sARIARSARU SULAWES] UTARA 4,250,000
26 | BANJARBARU GORONTALO 4.250,000
20 | BaxsARBARU SULAWES! TENOAH 4.000.000
30 | BANJARBARU SULAWESI BARAT 4,000,000
31 | BANJARBARU BULAWES] BELATAN 4.050.000
32 | BANJARBARU SULAWESI TENGOARA 4,050,000
33 | BAKJARBARU MALUKU 5.350.000
34 | BANIARBARU MALUKU UTARA 5.950.000
a5 | BANJARBARU PAPUA 6,450,000
36 | BARJARBARY JAYAPURA ©.359.000
37 | BANJIARBARU PAPUA BARAT £.950.000
238 | BANJARBARU BIAK #£.749,000
39 | BANJARBARU TIMIKA 8,717.000




